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Abstract The inevitable development of digital information technology has reached all corners of the globe, 
including Indonesia. Massive information, popularly dubbed as the big data, stored on the internet can now 
easily obtained in seconds by merely typing in keywords in a portable gadget. This condition is a double-
edged sword and is inexorably influencing certain collective mindsets and behavior of people belonging to a 
community, wherein our focus is on disruptive medical and health information. The COVID-19 pandemic, a 
novel outbreak that lacks convincing scientific explanation at the time of this writing, makes a perfect example 
of a situation that has resulted in massive disruption of information through the screens of portable gadgets. 
The condition has ultimately resulted in public unrest and uncertainty to deal with the pandemic. This paper 
discusses the consequences of medical disinformation on Indonesia’s national integrity, hoping that it can serve 
as a contemplative source for health professionals in the face of information disruption in this digital health 
literacy era.

Konsekuensi Disinformasi Medis di 
Era Literasi Kesehatan Digital terhadap 

Integritas Bangsa Indonesia

Abstrak Perkembangan pesat teknologi informasi digital telah 
menjamah seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Informasi 
dengan jumlah yang sangat besar, disebut juga sebagai mahadata, yang 
kini tersimpan di berbagai sudut dunia maya telah dapat diperoleh 
dalam sekejap dengan hanya menuliskan kata kunci menggunakan 
gawai. Mahadata informasi ini merupakan pisau bermata dua yang 
dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat di suatu 
negara, khususnya informasi kedokteran dan kesehatan. Masa wabah 
COVID-19, suatu penyakit baru yang masih belum memiliki fakta 
keilmuan yang definitif pada saat tulisan ini dibuat, merupakan contoh 
situasi nyata yang telah mengakibatkan disrupsi atau ketidakteraturan 
informasi masif yang simpang siur melewati layar gawai. Kondisi ini 
mengakibatkan kekuatiran dan ketidakpastian masyarakat untuk 
menghadapi wabah. Tulisan ini membahas konsekuensi disinformasi 
medis terhadap integritas bangsa Indonesia, sehingga diharapkan dapat 
menjadi sumber introspeksi profesional kesehatan dalam menghadapi 
disrupsi informasi di era literasi kesehatan digital ini.

Indonesia telah mencapai masa ketika 
perkembangan teknologi informasi digital 
berlangsung pesat, yang ditandai dengan 
penetrasi dunia maya (internet) dan gawai 
komunikasi hingga ke seluruh lapisan 
masyarakat, serta geliat media sosial (medsos) 
dan aplikasi tukar pesan (messenger) yang 
terus meningkat sejak dekade pertama abad 
ke-21.1relatively few studies examine the 
mechanisms by which spatial inequality explains 

the existing digital divide in a developing country. 
Applying the normalisation and stratification 
thesis in diffusion theory, this study examines 
the ways in which spatial inequality is related to 
the Internet divide in Indonesia, a developing 
country that is currently growing in its use of 
Information and Communication Technology 
(ICT Perkembangan teknologi informasi tidak 
lepas dari dampak negatif terhadap kehidupan 
sosial masyarakat termasuk di Indonesia, salah 
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menimbulkan kerugian bagi kualitas kesehatan 
individu dan masyarakat. Disinformasi 
medis merupakan hal yang dapat membuat 
kebingungan pada masyarakat, terutama pada 
masyarakat dengan literasi kesehatan yang 
rendah.9

Literasi kesehatan merupakan hal 
penting untuk mencegah disinformasi medis. 
Literasi kesehatan menurut Nutbeam, yang 
diadopsi oleh WHO, adalah kemampuan 
kognitif dan sosial yang menjadi tolak ukur 
motivasi dan kemampuan individu masyarakat 
untuk memperoleh akses, menjadi mengerti, 
dan menggunakan informasi bertujuan 
peningkatan dan menjaga kualitas kesehatan.10 
Tingkat literasi kesehatan telah dirumuskan 
menjadi tiga tingkatan, yaitu literasi kesehatan 
fungsional, literasi kesehatan interaktif, dan 
literasi kesehatan kritis (Tabel 1).10

Tingkat literasi kesehatan fungsional 
adalah kemampuan dasar individu masyarakat 
untuk mengetahui dan menggunakan informasi 
medis faktual yang relevan untuk memecahkan 
suatu masalah secara terbatas. Tingkat literasi 
kesehatan interaktif adalah kemampuan 
individu masyarakat untuk mengekstrasi 
kesimpulan dan memahami maksud dari suatu 
informasi medis untuk melakukan kegiatan 
yang tujuan kesehatan tertentu. Tingkat literasi 
kesehatan kritis adalah kemampuan kognitif dan 
sosial lanjut individu masyarakat untuk mampu 
melakukan kritisi analitik dan menggunakan 
informasi medis untuk menghasilkan suatu 
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satunya adalah disinformasi medis atau disebut 
juga hoaks kesehatan.2–5 Informasi medis yang 
dimaksud dalam tulisan ini adalah keilmuan, 
tata cara, dan upaya pola hidup individu dan 
masyarakat untuk mencapai keadaan sehat, yang 
didefinisikan oleh World Health Organization 
(WHO) sebagai “suatu keadaan fisik, mental, 
dan sosial yang baik secara menyeluruh, tidak 
hanya dijauhkan dari penyakit atau kekurangan 
tertentu”.6 Pengertian ini menjadi tolak ukur 
mengenai disinformasi medis, konsekuensi 
disinformasi medis bagi kehidupan sosial 
masyarakat, dan mitigasi disinformasi medis 
yang dapat dilakukan oleh berbagai unsur 
masyarakat termasuk petugas kesehatan 
profesional.

Definisi Disinformasi Medis, Literasi 
Kesehatan, dan Integritas Bangsa Indonesia

Disinformasi menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “penyampaian 
informasi yang salah (dengan sengaja) untuk 
membingungkan orang lain”.7 Terminologi ini 
senada dengan definisi hoaks menurut KBBI, 
yaitu informasi bohong.8 Disinformasi medis, 
dengan demikian, adalah informasi kesehatan 
fisik dan jiwa, meliputi tata cara pola hidup 
bersih dan sehat, informasi dan interpretasi 
produk dan prosedur medis maupun non-
medis, informasi dan interpretasi penyakit, 
dan berita terkait kesehatan individu dan 
masyarakat, yang salah dan tidak terbukti secara 
ilmiah, dan membingungkan sehingga berisiko 
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Tabel 1. Tingkat Literasi Kesehatan menurut Nutbeam10

Tingkat 1: Fungsional Tingkat 2: Interaktif Tingkat 3: Kritis

Kualitas pada tingkatan ini:

Mengetahui dan menggunakan informa-
si medis faktual yang relevan untuk me-
mecahkan suatu masalah secara terbatas

Mengekstrasi kesimpulan dan mema-
hami maksud dari suatu informasi medis 
untuk melakukan kegiatan yang tujuan 
kesehatan tertentu

Mampu melakukan kritisi analitik dan 
menggunakan informasi medis untuk 
menghasilkan suatu keluaran yang terukur

Manfaat yang diharapkan:

Individu perseorangan:

Peningkatan kemampuan kognitif dan 
sosial sesuai dengan petunjuk informasi 
medis

Individu perseorangan:

Melakukan tindakan sesuai dengan pe-
tunjuk informasi medis, dengan motivasi 
dan kepercayaan diri yang cukup

Individu perseorangan:

Memiliki kemampuan ketahanan terhadap 
berbagai masalah sosial dan ekonomi

Masyarakat:

Peningkatan partisipasi program kese-
hatan di suatu komunitas

Masyarakat:

Mampu memberikan motivasi kesehatan 
dan berinteraksi di kelompok masyarakat

Masyarakat:

Mampu turut serta aktif meningkatkan 
derajat kehidupan sosial masyarakat yang 
mempengaruhi kualitas kesehatan



keluaran yang terukur. Masing-masing 
tingkat literasi kesehatan ini dapat menilai 
manfaat yang diharapkan terhadap individu 
perorangan maupun masyarakat, mulai dari 
peningkatan kemampuan kognitif dan sosial 
sesuai dengan petunjuk informasi medis yang 
tersedia hingga kemampuan untuk turut serta 
aktif meningkatkan derajat kehidupan sosial 
masyarakat.10and the use of different health 
education methods to improve health literacy 
in populations. Definition and measurement 
Health literacy describes a person’s ability 
to perform knowledge-based literacy tasks 
(understanding and using information Literasi 
kesehatan yang baik dapat membuat individu 
lebih mudah dalam mengikuti anjuran 
kesehatan yang diberikan terutama pada masa 
pandemi, sehingga dapat mendukung Integritas 
Bangsa dalam menangani penyakit coronavirus 
tahun 2019 (Coronavirus Disease 2019/
COVID-19).9,11

Integritas menurut KBBI adalah “mutu, 
sifat, atau keadaan yang menunjukan kesatuan 
yang utuh sehingga memiliki potensi dan 
kemampuan yang memancarkan kewibawaan 
dan kejujuran.”12 Sementara itu, bangsa 
menurut KBBI adalah “kelompok masyarakat 
yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, 
dan sejarahnya, serta berpemerintahan 
sendiri,” dalam hal ini bangsa Indonesia.13 
Integritas bangsa Indonesia adalah suatu sifat 
atau keadaan yang menunjukan kesatuan 
bangsa Indonesia yang utuh sehingga memiliki 
potensi dan kemampuan yang memancarkan 
kewibawaan dan kejujuran dalam berbangsa.

Situasi Disinformasi Medis di Indonesia

Disinformasi medis yang umum ditemukan 
di masyarakat Indonesia dan dijumpai di 
berbagai medsos dan kanal messenger adalah 
klinik-klinik, prosedur-prosedur, dan produk-
produk terkait kesehatan yang dilabel “100% 
manjur,” “alternatif,” atau “tradisional,” 
serta berita-berita kesehatan yang mengalami 
distorsi fakta, dan pengetahuan-pengetahuan 
kesehatan yang tidak diketahui sumbernya dari 
yang logis hingga yang tidak masuk akal.14–16 
Informasi salah tersebut didapatkan secara 
bebas dan tidak terkendali, karena lebih mudah 
disebarluaskan daripada informasi yang dapat 
dipercaya.17 Dampak disinformasi medis adalah 
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ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat 
terhadap berbagai upaya pencegahan dan 
pengobatan masalah kesehatan, yang sebenarnya 
telah memiliki dasar ilmiah yang sahih dan 
telah terstandar secara nasional maupun 
internasional.15 

Hal ini mendorong terjadinya pergerakan 
sosial yang menghambat upaya peningkatan 
kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 
seperti kemunculan gerakan anti-imunisasi, 
kemunculan gerakan anti-kontrasepsi, 
kemunculan gerakan anti-masker, produksi 
rokok-rokok elektrik yang diklaim sebagai 
upaya mengurangi ketergantungan nikotin, 
kemunculan delik hukum malapraktek 
kesehatan, dan kedatangan pasien-pasien 
sakit keras di fasilitas pelayanan kesehatan 
yang telah menjalani pengobatan alternatif 
atau pengobatan berdasarkan informasi yang 
disimpulkan sendiri. Literasi kesehatan rendah, 
keterbatasan akses informasi yang sahih, 
dan faktor ekonomi masyarakat Indonesia 
merupakan penyebab utama perilaku kesehatan 
yang cenderung merugikan, yang semakin 
diperberat dengan disinformasi medis yang 
beredar di masyarakat.18–26

Ekskalasi disinformasi medis semakin 
dirasakan memberikan dampak di Indonesia 
dan di seluruh negara di dunia pada saat wabah 
COVID-19, yang berlangsung sejak Maret 
2020 hingga tulisan ini dibuat. Hal tersebut 
disebabkan karena COVID-19 merupakan 
penyakit yang sangat menular dan mewabah 
hingga dibutuhkan kerjasama secara masif dari 
pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia.11 Disinformasi medis pada masa 
tersebut telah menghambat upaya yang 
dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk 
mencegah, menanggulangi, dan membatasi 
penyakit tersebut. Pemberitaan dan informasi 
simpang siur mengenai teori konspirasi 
terjadinya COVID-19, kontroversi teknologi 
diagnostik, pengobatan, dan pencegahan 
COVID-19, dan upaya-upaya politisasi 
COVID-19 melalui berita dan kesaksian 
bohong bersifat kontraproduktif terhadap usaha 
bersama menanggulangi COVID-19 termasuk 
di Indonesia.27–30 Menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS), sebanyak 17% masyarakat Indonesia atau 
44,9 juta orang menyatakan bahwa mereka 
tidak mungkin terkena penyakit COVID-19, 
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tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk 
opini publik bila dibandingkan persepsi emosi 
dan keyakinan personal.40 Lim dalam tinjauan 
pustakanya juga mengemukakan bahwa 
perbenturan opini publik akibat disinformasi 
telah melemahkan moral kebangsaan sehingga 
rawan timbul perpecahan dan hal ini marak 
ditemukan di internet dan medsos.41 

Disinformasi medis dapat memberi 
pengaruh besar di masyarakat terutama bila 
disampaikan oleh figur publik atau dikenal 
sebagai influencer, beberapa disinformasi 
medis yang sudah disebarkan oleh mereka 
pada saat pandemi COVID-19 diantaranya 
menyamakan COVID-19 dengan influenza 
biasa, mempertanyakan kegunaan protokol 
kesehatan, mempromosikan pengobatan 
yang belum terbukti, mengatakan hal yang 
kontradiksi dari yang diberikan oleh tenaga 
kesehatan dan pemerintah, dan teori konspirasi 
perkembangan vaksin yang penting untuk 
mengontrol pandemi.42

Generasi muda ringkih dan masyarakat 
dengan kualitas hidup dan angka harapan hidup 
rendah menjadi tidak terelakkan terutama pada 
populasi dengan tingkat literasi kesehatan yang 
rendah seperti lansia, masyarakat dengan level 
pendidikan rendah, dan orang dengan status 
kesehatan yang mengkhawatirkan.43 Kondisi-
kondisi seperti tingkat imunisasi rendah 
di Indonesia (saat ini Indonesia berada di 
peringkat terendah imunisasi di kawasan Asia 
tenggara); konsumsi produk kesehatan yang 
tidak jelas standar, keamanan dan manfaat; 
regulasi lengah terhadap pelayanan kesehatan 
yang tidak terstandar; masalah hambatan 
tumbuh kembang (stunting); ledakan jumlah 
penduduk yang tidak terkendali kontrasepsi; 
peningkatan penyakit menular kebal obat 
karena penyalahgunaan antibiotik; stigmatisasi 
penderita penyakit kesehatan mental; dan 
peningkatan pembiayaan kesehatan negara 
akibat bertambah dan tidak tertangani masalah 
kesehatan masyarakat dengan baik, merupakan 
konsekuensi kombinasi tingkat literasi 
kesehatan rendah dan disinformasi medis yang 
dibiarkan. Kondisi di atas sudah terjadi dan akan 
semakin meningkat, yang mempengaruhi masa 
depan kualitas kesehatan bangsa Indonesia bila 
keadaan ini tidak segera diketahui, ditangani 
dan dicegah dengan baik.44–50
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dengan responden berasal dari Jakarta (30%), 
Jawa Timur (29%), Jawa Tengah (18%), Jawa 
Barat (16%), dan Kalimantan Selatan (14%).31 
Provinsi-provinsi tersebut hingga saat tulisan ini 
dibuat masih termasuk dalam provinsi dengan 
jumlah COVID-19 terbanyak di Indonesia.32

Ketidakjelasan informasi yang beredar, 
sementara penyakit COVID-19 masih baru 
dan belum ada fakta ilmiah yang definitif, 
menyebabkan pemerintah dan masyarakat, 
termasuk petugas kesehatan profesional, 
mengalami kebingungan, keputusasaan, dan 
keletihan sehingga stabilitas kehidupan sosial 
masyarakat pun terdampak. Disinformasi medis 
merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan 
sebagian masyarakat abai terhadap protokol 
pencegahan penularan infeksi, karena 
kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap 
COVID-19, sehingga tingkat penularan masih 
menunjukkan angka yang terus meningkat 
hingga saat tulisan ini dibuat.33,34 

Konsekuensi Disinformasi Medis di Indonesia

Disinformasi medis disampaikan secara 
sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak-pihak 
tertentu bertujuan mendapatkan keuntungan 
dari keterbatasan akses fasilitas, ketidaktahuan 
informasi, atau bahkan apatisme, masyarakat 
terhadap hak-hak kesehatan mereka.35,36 Kondisi 
ini mengakibatkan masyarakat Indonesia 
cenderung mengambil kesimpulan sendiri 
ketika mencari pertolongan medis serta mencari 
dan menyebarkan berita dan informasi medis, 
tetapi tidak melibatkan profesional kesehatan 
untuk meluruskan polemik medis yang terjadi, 
secara disengaja maupun tidak disengaja.14–16 

Disinformasi, terutama berupa asumsi 
atau opini subjektif, yang dimunculkan secara 
terus menerus dan berlangsung secara intens 
berpotensi berubah menjadi suatu standar 
nilai moral yang tidak sahih secara keilmuan 
namun dapat diterima oleh masyarakat. 
Kondisi ini mempengaruhi kualitas cara 
berpikir, kualitas hidup, dan kesehatan 
masyarakat, dan secara jangka panjang 
mempengaruhi keberlangsungan suatu bangsa 
seiring berkembangnya kompleksitas bangsa 
itu sendiri.26,38,39Kekuatiran serupa pada bidang 
sosial politik telah disampaikan oleh Amiin, 
yang menyatakan bahwa telah terjadi kondisi 
post-truth di masyarakat yaitu kondisi ketika fakta 



Aspek Hukum Informasi Medis di Indonesia

Disinformasi medis mengakibatkan hak 
dan kewajiban tidak terpenuhi dari berbagai 
unsur bangsa Indonesia yaitu pemerintah, 
pers, masyarakat, dan petugas kesehatan 
profesional, baik sebagai penyedia informasi 
maupun penerima informasi, sehingga 
memberikan dampak peningkatan kualitas 
kesehatan masyarakat. Hak dan kewajiban 
informasi medis yang sebenarnya sudah 
dijamin oleh perundangan Indonesia adalah 
informasi produk dan jasa medis; dan akses 
dan penyebaran informasi medis melalui fungsi 
edukasi fasilitas kesehatan, keterlibatan pers, 
media siaran, dan media internet. 

Undang-undang (UU) No. 36/2009 
tentang Kesehatan merupakan tulang punggung 
pemenuhan informasi medis dan telah secara 
holistik mengatur tujuan pembangunan 
kesehatan sesuai pada pasal 3 yaitu meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 
sebagai investasi bagi pembangunan sumber 
daya manusia yang produktif secara sosial dan 
ekonomis. Kemunculan disinformasi medis 
menghambat tujuan pembangunan kesehatan 
dan pemenuhan hak dan kewajiban kesehatan. 
Hak yang dijamin terdapat pada pasal 7 yaitu 
hak seseorang untuk mendapatkan informasi 
dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang. 
Tanggung jawab pemerintah terdapat pada pasal 
17, 18, dan 169 yaitu pemerintah bertanggung 
jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, 
edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan 
untuk meningkatkan dan memelihara derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya; bertanggung 
jawab memberdayakan dan mendorong peran 
aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya 
kesehatan; dan memberikan kemudahan 
kepada masyarakat untuk memperoleh akses 
terhadap informasi kesehatan dalam upaya 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi 
dan alat kesehatan diatur pada bagian kelima 
belas UU ini yaitu pasal 98 hingga 108, 
yang mengatur standar kondisi dan promosi 
yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat 
dan keamanannya. Di dalam UU tersebut 
tidak disebutkan ketentuan pidana terhadap 
disinformasi medis baik pembuatannya ataupun 

penyebarannya, namun disebutkan ketentuan 
pidana tentang kefarmasian yang menyebutkan 
produksi dan pengedaran sediaan farmasi 
dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi 
standar dan mutu dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

Hak dan kewajiban masyarakat terkait 
informasi produk dan jasa medis sudah dijamin 
oleh UU No. 8/1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Perundangan ini pada pasal 4 telah 
menjamin hak seseorang sebagai konsumen, 
untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa (butir 1); informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa (butir 3); dan 
mendapatkan pembinaan dan pendidikan 
konsumen (butir 6). Perundangan ini pada pasal 
5 juga mencantumkan kewajiban seseorang 
sebagai konsumen yaitu membaca atau 
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau 
jasa, demi keamanan dan keselamatan (butir 1). 
Produsen suatu produk dan jasa kesehatan juga 
diatur kewajibannya di dalam UU ini pasal 7, 
yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan 
usahanya; memberikan informasi yang benar, 
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
memperlakukan atau melayani konsumen 
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
dan menjamin mutu barang dan atau jasa 
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan atau jasa yang berlaku (butir 1 hingga 
4). Di dalam UU tersebut tidak disebutkan 
ketentuan pidana untuk pasal 4,5, dan 7 yang 
berhubungan pemberian informasi yang benar 
terhadap konsumen.

Undang-undang No. 40/1999 tentang Pers 
menyebutkan hak pers terhadap penyebaran 
informasi medis dan berita kesehatan pada pasal 
4, antara lain hak mencari, memperoleh, dan 
menyebarluaskan gagasan dan informasi (butir 
1). Kewajiban pers terhadap informasi medis 
yang tercantum pada pasal 6 adalah memenuhi 
hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan 
nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 
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penjara paling lama lima tahun penjara dan/
denda paling banyak satu miliar rupiah untuk 
penyiaran radio dan sepuluh miliar rupiah 
untuk penyiaran televisi.

Peredaran disinformasi medis elektronik 
di internet bersinggungan dengan UU No. 
11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik jo UU No. 19/2016 tentang 
Perubahan atas UU No. 11/2008. Pasal 4 
perundangan tersebut menyebutkan bahwa 
tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian 
dari masyarakat informasi dunia. Perundangan 
ini juga telah mengatur perbuatan yang dilarang 
terkait peredaran disinformasi medis pada bab 
ketujuh, seperti menyebarkan berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik (pasal 
28); mengirimkan Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan 
secara pribadi (pasal 29); melakukan manipulasi, 
penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data 
yang otentik (pasal 35) sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain (pasal 36). Di dalam 
UU tersebut disebutkan ketentuan pidana 
untuk pelanggaran pasal 29 yaitu pidana penjara 
paling lama empat tahun dan/atau denda paling 
banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Pelaksanaan perundangan informasi 
medis di atas telah diatur dalam peraturan 
yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes), seperti Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan (SK Menkes) No. 193/KAB/B.VII/71 
tentang Peraturan tentang Pembungkusan 
dan Penandaan Obat, SK Menkes No. 659/
Menkes/SK/X/1991 tentang Cara Pembuatan 
Obat Tradisional yang Baik, Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) No. 949/MENKES/
PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat 
Jadi, Permenkes No.1190/MENKES/PER/
VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan 
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, 
Permenkes No. 1787/MENKES/PER/
XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan 
Kesehatan; dan berbagai peraturan yang telah 
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan 
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terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi 
manusia, serta menghormati kebhinekaan; 
mengembangkan pendapat umum berdasarkan 
informasi yang tepat, akurat, dan benar; 
melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan 
saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
kepentingan umum; dan memperjuangkan 
keadilan dan kebenaran. Peran serta masyarakat 
juga dicantumkan pada pasal 17 butir 2 yaitu 
memantau dan melaporkan analisis mengenai 
pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan 
teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Di 
dalam UU tersebut tidak disebutkan ketentuan 
pidana untuk pasal 4 ayat 1, pasal 6, dan pasal 17 
ayat 2 yang berkaitan dengan informasi medis.

Undang-undang No. 32/2002 tentang 
Penyiaran telah menetapkan tujuan penyiaran 
pada pasal 3 yaitu untuk memperkukuh 
integrasi nasional, terbinanya watak dan 
jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, dalam rangka membangun 
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil 
dan sejahtera, serta menumbuhkan industri 
penyiaran Indonesia. Pasal 5 perundangan ini 
menyebutkan bahwa penyiaran diarahkan untuk 
menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-
nilai agama serta jati diri bangsa; meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia; menjaga dan 
mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; 
meningkatkan kesadaran ketaatan hukum 
dan disiplin nasional; menyalurkan pendapat 
umum serta mendorong peran aktif masyarakat 
dalam pembangunan nasional dan daerah 
serta melestarikan lingkungan hidup (butir 
b hingga f); dan memberikan informasi yang 
benar, seimbang, dan bertanggung jawab (butir 
i). Pelaksanaan siaran telah diatur pada bab 
keempat perundangan ini (Pasal 35 dan 36) 
yaitu isi siaran wajib mengandung informasi, 
pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk 
pembentukan intelektualitas, watak, moral, 
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan 
dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai 
agama dan budaya Indonesia; dan dilarang 
bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/
atau bohong, dan menonjolkan penyalahgunaan 
narkotika dan obat terlarang. Di dalam UU 
tersebut disebutkan ketentuan pidana untuk 
pelanggaran pasal 36 tentang informasi yang 
bohong dan menyesatkan, yaitu pidana 



Makanan (BPOM) maupun instansi-instansi 
lainnya.

Mitigasi Disinformasi Medis di Indonesia

Pemerintah, masyarakat, dan petugas 
kesehatan profesional telah mengupayakan 
sosialisasi dan konsultasi untuk pencegahan 
penyebaran dan mitigasi disinformasi medis, 
namun belum ada hasil yang memuaskan.51,52 
Disinformasi yang terjadi sudah sangat tidak 
teratur sehingga fakta dan asumsi telah sulit 
dibedakan, sehingga terbentuk polarisasi yang 
sangat konfrontasional.41 Kendala lainnya 
adalah kualitas, kuantitas, dan distribusi sumber 
daya dan infrastruktur serta metode komunikasi 
informasi medis di dunia maya yang diupayakan 
oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi 
profesi kesehatan non-pemerintah berskala lokal 
maupun internasional.53 Hal ini juga disoroti 
selama wabah COVID-19 dan tidak hanya terjadi 
di Indonesia, karena menimbulkan penurunan 
moral dan kepanikan masyarakat secara 
luas.26,29,34 Pemerintah dan masyarakat perlu 
meningkatkan upaya untuk menanggulangi 
disinformasi medis.54,55 Beberapa upaya yang 
sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia 
dan WHO di dunia maya adalah dengan 
membuat kanal pusat informasi kesehatan 
seperti kanal informasi COVID-19 yaitu Hoax 
Buster yang dimiliki oleh Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN) dan WHO mythbusters pages.9,56,57

Namun, meskipun kanal informasi 
tersebut telah disediakan, tingkat literasi 
masyarakat Indonesia masih rendah. Menurut 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, indeks Aktivitas Literasi 
Membaca (Alibaca) Indonesia 2019 berada pada 
angka 37,32% yang tergolong rendah.58 Tingkat 
literasi kesehatan pada kalangan mahasiswa pun 
masih belum optimal dengan Health Literacy 
Questionnaire (HLQ) di bawah 80% (10).59all 
groups of student did not achieve satisfying 
level of health literacy (score <80% of HLQ 
total score Literasi kesehatan dapat mencegah 
terjadinya penyebaran hoaks dengan pemilihan 
media informasi kesehatan, melakukan uji 
kebenaran informasi, serta pengambilan 
keputusan berdasarkan fakta yang benar. Tanpa 
tingkat literasi yang baik, maka masyarakat 
tidak akan bisa mengikuti informasi yang benar 

dan mudah terhasut isu hoaks.14

Tingkat literasi kesehatan tertinggi sejatinya 
ada pada petugas kesehatan profesional. Ujung 
tombak pencegahan dan mitigasi disinformasi 
medis, dengan demikian, adalah dokter, 
dokter gigi, dan tenaga  kesehatan lainnya yang 
berhadapan langsung dengan masyarakat.60 
Petugas kesehatan profesional perlu melakukan 
upaya peningkatan literasi kesehatan dan 
penanggulangan disinformasi medis walaupun 
masih belum ada payung hukum yang jelas yang 
dapat mencegah, menjerat, menghukum, dan 
memberantas penyebaran disinformasi medis. 
Sementara itu, seorang dokter di Indonesia 
perlu menyadari bahwa ada kewajiban moral 
untuk meningkatkan literasi kesehatan dan 
melawan serta memberantas disinformasi 
medis. Hal ini sudah tercantum di dalam Kode 
Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) tahun 2012 
pasal 6, pasal 12, pasal 13, dan pasal 21. Tanggung 
jawab moral terhadap disinformasi medis juga 
berlaku bagi sejawat petugas kesehatan lain; 
seperti dokter gigi, sebagaimana tercantum di 
dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia 
tahun 2008 pasal 9 dan pasal 21; perawat, 
sebagaimana tercantum di dalam Kode Etik 
Keperawatan tahun 2000 subbab Perawat dan 
Masyarakat; dan sebagainya. Petugas kesehatan 
profesional sejatinya memiliki andil yang sangat 
besar untuk mencerdaskan masyarakat melawan 
disinformasi medis, dalam rangka memenuhi 
pengabdian terhadap masyarakat Indonesia dan 
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 
Indonesia

Solusi nyata memerlukan itikad baik dan 
kolaborasi bersama dari berbagai pihak yang 
berwenang dalam pencegahan dan mitigasi 
informasi medis selain petugas kesehatan. 
Masyarakat memiliki peran yang sangat 
penting, yaitu berpikir kritis dan analitik, tidak 
tergesa-gesa menyebarkan informasi medis, 
dan melaporkan informasi rancu kepada 
pihak berwenang.37,61 Pemerintah dan berbagai 
pengambil kebijakan harus secara objektif 
melihat dan menyadari bahwa disinformasi 
medis bukan hal remeh supaya dapat dilakukan 
penerbitan peraturan perundangan yang 
jelas dan tegas; dan pengadaan pendanaan 
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dan perencanaan kerja kolaboratif antara 
masyarakat, organisasi profesi kesehatan 
dan farmasi, pakar telekomunikasi, aparat 
hukum, dan pengawas media komunikasi. 
Bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa 
yang maju dan sehat bila seluruh unsur bangsa 
memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan 
keberlangsungan masyarakat dan lingkungan, 
tidak seolah-olah hidup hanya untuk hari 
ini. Peduli terhadap kesehatan sendiri dan 
lingkungan sekitar dimulai dengan sadar diri 
dan dengan memperoleh dan menyebarkan 
informasi medis yang benar dari sumber yang 
benar dan dengan cara yang benar.

Tidak ada konflik kepentingan

Apresiasi dan penghormatan sebesar-
besarnya untuk pemerintah, masyarakat, dan 
seluruh petugas kesehatan profesional di 
seluru	h Indonesia, atas kebersamaannya, kerja 
kerasnya dan perjuangannya dalam menghadapi 
COVID-19. Semoga perjuangan kita semua 
berujung kepada akhir yang baik.
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